PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JALAN KH. ABDUL HALIM NOMOR 97 MAJALENGKA 45418
Telephone (0233) 8286599, 8286600 Faksimile (0233) 8286600
Email : dpmptsp@majalengkakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 503/ |G /DPMPTSP/ III /2022
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-FARISI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan beserta lampirannya dari Saudara Wulan Angraeni, SE
tanggal 17 Maret 2021 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan
Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor PK/04/545/Bid.PAUD dan Dikmas tanggal 11 Februari
2022 Kelompok Bermain (KB) AL-FARISI dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelengarakan
Kelompok Bermain (KB);
b. bahwa berdasarkan i M:fadmsamidemankehe:mmpasalﬁz

Nomor 20 Tahun tentang sistem Pendidikan Nasional
mﬁ or 1t erckge oo Ak Ve ok S () AL R
Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) mana
telah diubah wﬁ Nomor 4 TM utﬁ tentang mﬁnTa?ﬁm =

meng Nomor
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun ISEBNormrh,Tareran Lembaran Negara
&Bﬂ.ﬁk Indonesia Nomor 2851);

2 Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistern Pendidikan Nasional (Lembaran Negama

4W Tahun 2003 Nm% Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintzhan Daerah (Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Lembaran ra Republik Indonesia
Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

Noror 32.Tatun 2004 tentang
12 Tahun 2 Pa‘mahan Kﬂ:ha atas ng Nomor 32 Tahun 2004 tentang
% Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Hengqmﬂnkhﬂmﬂaﬂmm*lﬂM}

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Ngara Repubik Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan
Lembaran Negara Republik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun Zﬂl}i Imb:r? S!andar Hasmal Pendidikan {Lm'bara'l

Iru:lonesia Tahun 2005 Nomor 41 Ta Lembaran Negara Republik
Nomnr na telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 Ti Slandar | Pendidikan (Lembaran Indonesia Tahun
2013 Nomor 71 T han Lembaran Negara Indonesia 10%;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ NﬁataREglﬂd(
IndmmaTahunEﬂﬂ?NamHﬂTanﬂnaanhamn Negaqumthlrﬂurﬁla omor 4750);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 terlar%()!?misad Perangkat Daerah  (Lembaran
m&mmmln 2007 Nomor mbahan Lembaran Negara Republik

Nomoar 4750);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pen raan
Pendidikan (Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2010 23)

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinatah Nomor 66 tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang
Standar Pendidikan Usia Dini;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013
Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan

12,

13.

14,

15.

Peraturan Daerah Kabu Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Momor 4 Tahun 2012 teman% Pewele:%garaan
P;enzman di Kabupaten Majalengka [I.ggaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 201
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka.

Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan

ﬁ;ﬂ Nungaﬁzinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TErpadu Satu Pintu Kabupaten

MEMUTUSKAN :

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kepada:

Nama Kelompok Bermain (KB) - AL-FARISI
Alamat : Il KH. Abdul Halim RT 003 RW 011

Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan
Majalengka Kabupaten Majalengka

Dmganl(&enh.;ansenagal Berikut:

w N

Menggunakan Kurikulum dan Metoda Belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan
Nasional;

Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Menyampaikan Laporan Perkembangan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten
Majalengka

Permohonan Perpanjangan Izin Selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari Sebelum
Berakhirnya masa Izin

Izin Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (Tiga) Tahun.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Majalengka Nomor 122 Tahun 2018 Tanggal 31 Januar 2018 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Keputusan ini Berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan
atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal D"lf Maret 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
HABUPATEH MAJALEHGHA

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka



